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ABSTRAK

Anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan
dengan kekayaan harta benda lainnya Anak sebagai amanah Allah harus
senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat,
dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjungi tinggi. Anak adalah pewaris
sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita
bangsa, sehingga setigp anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan
dan diskriminas serta hak sipil dan kebebasan. Namun sayang, perlindungan dan
pemeliharaan anak tidak selalu dilakukan oleh orang tua kandungnya atau
keluarganya sendiri, terkadang anak harus diadopsi oleh orang lain demi masa
depan yang lebih baik lagi.

Pada tahun 2011, di Pengadilan Agama Wates terdapat satu permohonan
pengangkatan anak yang digjukan oleh Ibu SN terhadap anak yang bernama AL
dan perkara tersebut telah keluar penetapannya dengan  nomor
0047/Pdt.P/2011/PA.Wt. Penyusun sangat tertarik untuk meneliti perkara
ini,karena pemohon sudah mempunyai beberapa anak. Adapun pokok masalahnya
bagaimanakah pertimbangan hakim tentang putusan pengangkatan anak di
Pengadilan Agama Wates nomor perkara 0047/Pdt.P/2011/PA/Wt?, dan
bagai manakah pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap pertimbangan
hakim tersebut?.

Dalam membahas permasalahan tersebut, penyusun mengkategorikannya
pada jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat preskriptif-
analitis. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan
wawancara agar data yang dikumpulkan lengkap dan komprehensif, sedangkan
metode pendekatannya adalah normatif dan yuridis disebabkan perkaraini hanya
membahas sebuah amar putusan (penetapan) yang tentu materinya berupa
ketentuan perundang-undangan dan ketentuan norma agama.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan guna menjawab
permasalahan skrips ini, maka penyusun berpendapat bahwa menurut hukum
positif, secara garis besar majelis hakim memberikan pertimbangan-
pertimbangannya sudah sesuai dengan perundang-undangan pengangkatan anak,
walaupun ada beberapa peraturan yang tidak dicantumkan tetapi tidak menjadikan
putusan tersebut tidak sah. Sedangkan menurut hukum Islam, maelis hakim
membolehkan pengangkatan anak dengan alasan demi  mementingkan
kesgjahteraan anak, terutama anak-anak yang terlantar. Dalam pengangkatan anak,
tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan
lain-lain beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus
memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya. Dalam hal waris, orang
tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdaataan berupa
wasiat wajibah. Oleh sebab itulah, dalam pemeriksaan perkara ini menurut
penyusun majelis hakim lebih condong dalam menggunakan pertimbangan hukum
Isam dalam materi amar putusannya dibandingkan dengan pertimbangan hukum
positif.
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MOTTO

# penil Lo ) g s asia L s ) O #

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga

*
L4

*
L4

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
(QS. Ar-Ra’d (13) : 11)

Bersedakahlah maka kamu akan Raya.

Hidup terasa lebih indah jika kita bisa menikmati dan

mensyukuri atas semua Rarunia-Nya.

Pahlawan bukanlah orang vyang berani menetakkan
pedangnya ke pundak lawan, tetapi pahlawan yang
sebenarnya ialah ovang vyang sanggup wmenguasai

dirinya ketika ia marvah. (Nabi Muhammad Saw)

Tak ada rahasia untuk menggapai suRses. Sukses itu
dapat terjadi karena persiapan, Rerja kervas dan mau

belajar dari kegagalan.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan
pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama Rl dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/u/1987.
Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda

sekaligus.
Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin
HURUF ARAB NAMA HURUF LATIN NAMA
. Tidak . .
|
Alif SO Tidak dilambangkan
- ba’ B Be
& ta’ T Te
& 83 g es (dengan titik di
atas)
z Jim J Je
N ha (dengan titik di
c ha i bawah)
z kha’ Kh Ka dan ha
A Dal D De
3 o 7 zet (dengan titik di
atas)
D ra‘ R Er
) Zai A Zet
Y Sin S Es
B Syin Sy Es dan ye
_ es (dengan titik di
o= sad 3 bawah)
. _ de (dengan titik di
o= Dad d bawah)
1 ta ¢ te (dengan titik di
bawah)

Xi



1 73 ~ zet (dengan titik di
i bawah)

& ‘ain Koma terbalik di

atas

¢ Gain G Ge

a Fa F Ef

S Qaf Q Ki

Kl Kaf K Ka

dJ Lam L El

& Mim M Em

O Nin N En

9 Wawu w We

. Hu’ H Ha

3 Hamzah Apostrof

s ya’ Y Ye

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.
1) Vocal tunggal
Vocal tunggal bahas Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

— Fahah A A
— Kasrah [ |
— Dammah u U

Contoh:

€ = kataba

J=d =fa‘ala

S =zukira

.l = yazhabu
2) Vocal rangkap
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Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda Gabungan Huruf | Huruf Latin Nama
& Fathah dan ya Ai adani
s Fathah dan wau Au adanu
Contoh:
oS = Kkaifa
Js» =haula
3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf Nama bt dap Nama
Tanda
I YT A a dan garis di atas
atau ya
S Kasrah dan ya I I dan garis di atas
5. RRSRIBI. U u dan garis di atas
wau
Contoh:
Ja =aala
2 = rans
Ji8 = gila
Js = yadilu

4. Tamarbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah Hidup
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Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah (t).

2) Ta Marbutah Mati
Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah
(h).

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya berupa ta marbutah diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua akhir kata
itu terpisah, maka ta marfalt ditarasliterasikan dengan ah/h.

Contoh:

JukY¥l 4, = Rauh al-Atfl

55l Aadll - = gl-Madnah al-Munawwarah
dall = Tahah

5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut
dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda

syaddah itu.

Contoh:

15 = rabbai
Jn = nazzala
A = al-birr
axd = nu“ima
=l = alhajju

6. Katasandang
Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan
huruf, yaitu U"”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan
antara kata sandang yang diikuti oleh hugysimsiyah dengan kata sandang
yang diikuti oleh hurutamariyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh husyhmsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh hursfamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya yaitu "al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.
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Bila diikuti oleh hurufsyamsiyah maupun hurufjamariyah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan
tanda sambung (-).

Contoh:
daJll = ar-rajulu
el = asy-syamsu
BYEN = al-jaklu
3l = as-sayyidatu
Al = al-galamu
) = al-bad'u

7. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasiArab Latin bahwa hamzah
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya terletak di tengah dan di
akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan,
karena dalam tulisanArab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal:

Js = akala
Gyl = umirtu
Hamzah di tengah:

osaals = ta‘’khuzana
o5l = ta'kulina
Hamzah di akhir:

™ = syai‘un

& ill = an-nau‘u

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang
dihilangkan maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa
dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.
Contoh:
GBI s sl Al ol s = wainnalkha lahuwa khairurazigin
O nall 5 SN b gl = faaufi al-kaila wa al-rizana
e ya g W e ) sy = bismillahi majréla wamurgha
Gl s il e &y = walillahi ‘ala an-risi hiju al-baiti
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9.

10.

Huruf kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf capital tidak dikenal,
dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.Penggunaan huruf
capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan
untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama
diri itu didahului oleh kata sandang, maka ditulis dengan huruf capital, tetapi
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

Js V) dena bag = wanmi Muhammadun ill ragil.
Sk 48y (M il pa g e I o) = inna awwala baiti wudi‘a
linnasi lilladi bibakkata mufrakan
ORI add J 53 Al liaa ) el = syahru ramgdaha al-lai unzila fihi
al-Quanu.
Onall GG of il = walagad ra&hu bil-ufugil mutini
Calladl o) i 2eal) = al-hamdulillahi rabbi alalamina.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap, dan jika penulisan itu disatukan dengan
kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital

tidakdigunakan.

Contoh:

Bl dl (e pwal = nagirun minalihi wafathun gab.
e eV 4 = lill ahi al-amru jarifa

pale ol IS Al g = wallahu bikulli syai‘in ‘alimun
Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT. Anak bahkan
dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan
kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga
dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak
sebagai manusia yang harus dijunjungi tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian
dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan
konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak, dilihat dari sisi
kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak adalah pewaris sekaligus potret masa
depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap
anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi
serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak
sipil dan kebebasan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah
mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab
orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan
perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, dipandang masih sangat
diperlukan suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan

anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab

! Andi Syamsu Alam dkkHukum Pengangkatan Anak Persfektif Hukum Is{aakarta:
Kencana, 2008), him.1.



tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang perlindungan anak
harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala
aspeknya merupakan dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam
memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Masyarakat Arab baik sebelum Islam datang maupun sampai saat ini
menamai praktek pengangkatan anak dengan istéddanni, yang berarti
“mengambil anak angkaf’.Jauh sebelum Islam datang, praktekanni sudah
terjadi dengan menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya. Kasus
seperti ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sebelum beliau menjadi rasul
dengan mengangkat Zaid bin Harisah sebagai anak angkat beliau.

Zaid bin Harisah adalah seorang budak yang diberikan oleh Siti Khadijah
kepada Nabi Muhammad, yang kemudian beliau menasabkan Zaid dengan
dirinya, sehingga menjadi Zaid bin Muhammad. Namun setelah Nabi Muhammad
diangkat menjadi Rasul, Allah membatalkan penasaban itu dengan diturunkannya

surat al-Ahzh ayat4-5.
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2 Ibrahim Anis dan Abd. Halim Munshir. al-Mu’jam al-Wasit,cet. ke-2, (Mesir: Majma’
al-Lugah al-Arabiyah, 1392H/1972 M). him. 45.

% Al-Ahzab (33) : 4-5.



Ayat tersebut menjelaskan, bahwa Islam melarang umatnya untuk
menasabkan anak angkat dengan nasab orang tua angkatnya. Menurut hukum
Islam, seorang anak harus tepat dinasabkan pada orang tua kandungnya, meskipun
ia telah diangkat sebagai anak orang lain. Jadi dapat dikatakan, bahwa
pengangkatan anak dalam Islam lebih dititikberatkan pada solidaritas sosial dan
demi kemaslahatan agar anak-anak tidak terlantar dan terjamin masa depannya.

Umumnya di Indonesia, orang lebih suka mengangkat anak dari kalangan
keluarga sendiri. Di samping mempermudah proses kesepakatan, pengangkatan
anak semacam ini juga dapat mempererat tali kekerabatan dalam suatu keluarga.
Dalam hukum adat dijelaskan, mengangkat anak adalah suatu perbuatan
pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang
yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu timbul hubungan
kekeluargaan, seperti antara orang tua kandung dengan anak kandung.

Pengangkatan anak bukanlah sesuatu yang mudah, melainkan sesuatu yang
sifatnya jangka panjang, bahkan seumur hidup. Pengangkatan anak yang sifatnya
kompleks itu menuntut adanya kepastian terhadap kesejahteraan anak. Pengadilan
khususnya hakim harus teliti dengan syarat-syarat dan bukti-bukti pengangkatan
anak, latar belakang dari calon orang tua angkat, baik dari segi ekonomi,
pendidikan, pekerjaan, bahkan sampai kesehatan dan mentalnya.

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan pertimbangan dan persiapan
yang matang. Hal ini dikarenakan pengangkatan anak akan menimbulkan akibat

hukum, di antaranya adalah terjadinya peralihan tanggung jawab dalam hal

* Surojo WignjodipuroPengantar dan Azas-azas Hukum Adat. ke-2 (Bandung: ttp.,
1973), him. 133.



pemeliharaan dan pendidikan anak dari orang tua kandung kepada orang tua
angkat. Kesiapan mental orang tua kandung untuk melepas anaknya yang akan
diangkat oleh orang lain juga merupakan faktor yang cukup penting dalam proses
pengangkatan anak. Dengan demikian, pengangkatan anak hendaknya dilakukan
berdasarkan unsur kerelaan antara orang tua kandung si anak dan calon orang tua
angkatnya.

Pembuktian dalam sidang pengadilan merupakan hal terpenting dalam
hukum acara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain
berdasarkan pembuktian. Hukum pembuktian termasuk dalam hukum acara.
Pembuktian mengandung maksud dan usaha oleh akal terhadap kebenaran
peristiwa tersebut.

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga yang menangani
perkara pengangkatan anak bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.
Kewenangan tentang menangani perkara pengangkatan anak oleh Pengadilan
Agama tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang
berbunyi :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam : a. Perkawinan....... ”

Penjelasan Huruf a pasal 49 ini, antara lain menyatakan :

“Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau
berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang dilakukan menurut

Syari'ah, antara lain :........ 20.) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan
pengangkatan anak berdasarkan hukum Islafn,...”

® Kurdianto, Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek
(Surabaya: Usaha Nasional, 1991), him.23.

® Penjelasan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
No. 7 tahun 1989 Tentag Perdilan Agama asal 49 huruf (a), angka (20).



Dalam Kompilasi Hukum Islam,
“Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari, biaya
pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal, kepada
orang angkatnya berdasarkan putusan pengadflan”..
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
“Bahwa setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan hak-haknya dari
kekerasan, dan diskriminasi sehingga dapat menjadi anak yang berkwalitas,
berahlak mulia dan sejahtera dan untuk mewujudkan itu semua maka setiap anak
berhak memperoleh pelayanan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik,
mental spritual, untuk pengembangan kecerdasannya anak berhak memperoleh
pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribatlinya”.
Permohonan mengangkat anak perlu diberikan perhatian, mengingat
kemungkinan terjadinya perubahan, pergeseran, dan variasi-variasi motivasi
dalam mengangkat anak. Pengadilan Agama, hakim yang bersangkutan mesti
bersikap hati-hati dalam menimbang motivasi pengangkatan anak yang terjadi di
masyarakat, mengingat kemungkinan penyalahgunaan izin pengangkatan anak
untuk tujuan perdagangan anak, atau sekedar untuk pancingan, yang nanti setelah
memperoleh anak, anak angkat disia-siakan atau ditelantarkan
Pengadilan Agama harus berhati-hati dalam mengabulkan permohonan
pengangkatan anak untuk menjamin masa depan anak, bukan hanya dilandasi
motivasi-motivasi yang kuat, akan tetapi harus melihat syarat-syarat dan bukti-

bukti yang kuat untuk menghilangkan keratmtan yang lebih besar dalam hal

pengangkatan anak.

" Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



Pada tahun 2011, di Pengadilan Agama Wates terdapat satu permohonan
tentang pengangkatan anak, permohonan ini diajukan oleh pemohon pada tanggal
7 Juli 2011 dan terdaftar dengan nomor perkara 0047/Pdt.P/2011/PA.Wt. Perkara
pengangkatan anak ini diajukan oleh Ibu SN, Umur 64 Tahun, Pekerjaan
Pensiunan PNS, yang beralamatkan Kalibawang Kabupaten Kulonprogo dan
Bapak WM (Almarhum), dari perkawinan tersebut lbu SN mempunyai empat
anak kandung disebut sebagai Pemohon.

Bahwa pasangan Ibu UT dan Bapak RM (Termohon) yang beralamatkan
Caringin Kabupaten Bogor menyerahkan anaknya yang bernama AL, anak di luar
nikah kepada pemohon, dikarenakan Termohon tidak siap merawat anak
kandungnya sendiri dan ayah biologisnya tidak mau bertanggung jawab dan tidak
diketahui ke mana perginya. Sebelumnya anak tersebut diasuh oleh ibu
kandungnya, akan tetapi setelah anak berumur satu tahun tepatnya bulan Juni
2011 diasuh dan dirawat oleh pemohon demi kebaikan anak tersebut.

Dalam perkara permohonan di atas, sudah jelas bahwa yang dimohonkan
oleh pemohon ialah pengangkatan anak dari pasangan suami isteri sebagai orang
tua kandungnya yang sudah tidak sanggup lagi memelihara dan mengasuh anak
tersebut. Sementara itu pemohon sendiri sudah berusia senja dan sudah
mempunyai anak empat anak kandung. Untuk itu, penyusun melakukan penelitian
dan menganalisis penetapan hakim serta pertimbangan hukum yang digunakan
terhadap perkara pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pengadilan Agama
Wates dalam judul skripsi Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengangkatan Anak di

Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Perkara No.0047/Pdt.P/2011/PA/WHt).



B. Pokok Masalah
1. Bagaimana pertimbangan hakim tentang putusan pengangkatan anak di
Pengadilan Agama Wates Nomor Perkara 0047/Pdt.P/2011/PA/Wt?
2. Bagaimana pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap

pertimbangan hakim tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dan landasan hukum tentang
putusan perkara yang dipergunakan oleh majelis hakim dalam penetapan
pengangkatan anak dan menganalisis landasan hukum yang digunakan oleh
hakim.

b. Untuk menganalisis pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang
pengangkatan anak

2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Kegunaan teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah
perkembangan ilmu pengetahuan, terutama pengangkatan anak.

b. Kegunaan praktis, yaitu sebagai bahan pertimbangan hakim pengadilan

agama dan pihak lainnya dalam persoalan pengangkatan anak.



D. Telaah Pustaka

Pengangkatan anak telah menarik minat pengkaji untuk menelitinya.
Berikut ini adalah beberapa karya yang membahas tentang pengangkatan anak
dari kepustakaan yang telah dilakukan.

Ita Qonita, dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Muhammad
Syahrur tentang Anak Adopsi” menjelaskan, bahwa pengangkatan anak yang
diperbolehkan dan mempunyai akibat-akibat hukum tertentu seperti waris, adalah
pengakatan anak yang belum berumur dua tahun, karena kemampuan memorinya
untuk mengingat orang tuanya belum sempdrna.

Rohayati, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam
terhadap Adopsi dan Akibat Hukum Perwalian di Yayasan Sayap Ibu (Studi
Kasus Tahun 2000/2001)” membahas tentang praktek adopsi di Yayasan Sayap
Ibu Yogyakarta. Dalam hal ini, anak-anak yang dijadikan sebagai anak angkat
akan berpindah keyakinan sebagaimana keyakinan orang tua angkatnya. Di
samping itu, skripsi ini juga mencantumkan akibat hukum perwalian anak angkat
baik dalam hal pemeliharaan, perwalian dalam pernikahan serta dalam
kewarisart’

Skripsi “Studi Perbandingan antara Hukum Adat dan Hukum Islam
tentang Adopsi” mendiskripsikan tentang aturan yang terdapat dalam hukum adat

maupun hukum Islam yang berkaitan dengan adopsi. Di samping itu juga,

° lta Qanita, “Pandangan Muhammad Syahrur Tentang Anak AdoPkiipsi tidak
diterbitkan , Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

9 Rohayati,“ Tinjauan Hukum Islam terhadap adopsi dan Akibat Hukum Perwalian di
Yayasan Ibu (Studi kasus Tahun 2000/2008ktipsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).



memaparkan tentang persamaan dan perbedaan konsep adopsi antara hukum adat
dan hukum Islam.

Mila Fursiana, dalam skripsinya “Tinjaun Hukum Islam terhadap
Pengangkatan Anak (Studi Kasus pada Masyarakat Muslim di Kelurahan Beringin
Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Kalimatan Barat)” menerangkan, bahwa
prosedur pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat muslim Kelurahan
Beringin tidak bertentangan dengan Hukum Islam, dan untuk pengesahan status
anaknya, harus melalui penetapan Pengadilan Agama. Namun dalam hal nasab,
pengangkatan anak di daerah tersebut bertentangan dalam hukum Islam karena
terputusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kanddéingnya.

Dari telah pustaka tersebut, sepanjang sepengetahuan penyusun belum ada
yang membahas sehingga penyusun menulisnya dalam skripsi ini dengan judul
“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama

Wates (Studi terhadap Putusan Perkara No.0047/Pdt.p/2011/PA/WHt).

Kerangka Teori

Pada dasarnya, hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum
antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan orang tua
asuh dengan anak asuh. untuk mengangkat anak orang tua berkewajiban dan
bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
mengingat pengangkatan anak bukanlah sesuatu yang mudah, melainkan sesuatu

yang sifatnya jangka panjang, bahkan seumur hidup.

11 Mila Fursiana Salma Musfiroh, Studi Perbandingan antara Hukum adat dan Hukum
Islam tentang Adopsi”.Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syar'ah IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2002).
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Adapun Prosedur pengangkatan anak oleh pemohon untuk mengangkat
anak harus memenuhi syarat-syarat calon orang tua angkat dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
mengatur:

1. Sehat Jasmani dan rohani

2. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun

3. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial

4. Tidak atau belum mempunyai anak

5. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat

Menurut SEMA Nomor 6 Tahun 1983, alat-alat bukti lain yang dapat
menjadi dasar permohonan atau pertimbangan putusan pengadilan, antara lain
sebagai berikut:

1. Surat-surat resmi tentang kelahiran dan lain-lain. Surat-surat ini antara lain akta
kelahiran, surat izin Departemen Sosial, laporan sosial, surat kepolisian.

2. Akta notaris, surat-surat di bawah tangan (korespodensi).

3. Surat keterangan kepolisian, laporan sosial, pernyataan-pernyataan.

4. Surat keterangan kepolisian tentang calon orang tua angkat (calon orang tua
angkat WNA telah berada dan bekerja tetap di Indonsia minimal 3 tahun) dan
calon orang tua angkat.

5. Surat-surat resmi tentang calon orang tua angkat WNA, meliputi surat nikah,
lahir, kesehatan, pekerjaan dan penghasilan, izin adopsi dari instansi

berwenang negara asal.
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Dalam memutuskan suatu perkara, pengadilan harus memeriksanya
terlebih dahulu secara cermat dan teliti sebelum menjatuhkan putusan, dan dalam
suatu perkara tidak akan lepas dari masalah pembuktian. Syarat utama untuk
diterimanya tuntutan oleh pengadilan guna dapat diperiksanya tuntutan adalah
bahwa tuntutan hak tersebut mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Hal ini
pun tidak berarti, bahwa tuntutan hak yang ada, kepentingan hukumnya itu pasti
dikabulkan oleh pengadilan, akan tetapi tergantung pada pembtfktian.

Praktek pengangkatan anak di Indonesia harus melalui keputusan
Peradilan, dalam hal ini hakim tidak hanya memberikan pertimbangan dan alasan
hukum yang tepat, tetapi juga harus melihat motivasi yang melatarbelakanginya.
Dalam pengangkatan anak, motivasi terpenting adalah untuk kepentingan yang
terbaik bagi anak, sehingga kesejahteraan anak harus lebih diutamakan dari pada
kepentingan pribadi orang tua angkat, anak harus mendapatkan kasih sayang dan
penghidupan yang layak dari orang tua angkatnya. Hal ini diatur dalam Undang-
Undang N0.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa:
“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan pancasila dan berlandaskan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-
prinsip dasar konvensi hak-hak anak, meliputi:

1. Non-diskriminasi.

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
4. Penghargaan terhadap pendapat ahak.

Dalam SEMA RI No.2 Tahun 1979 disebutkan bahwa perbuatan

mengangkat anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang bisa terjadi pada suatu

12 sudikno MertokusomoHukum Acara Perdata Islam(Yogyakarta: Liberty, 1982),
him. 39.
13 pasal 2 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
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saat seperti halnya dengan penyerahan suatu barang, melainkan merupakan suatu
rangkai kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukan adanya kesungguhan
cinta kasih, kerelaan dan kesadaran yang penuh akan segala selanjutnya dari
pengangkatan tersebut bagi semua pihak yang sudah berlangsung atau berjalan
lama. Karena itu seharusnya putusan pengadilan dalam hal ini di samping benar-
benar merupakan suatlkonstalering dari rangkaian keadaan hubungan
kekeluargaan yang sebenarnya merupakan hal yang menentukan sahnya perbuatan
pengangkatan anak tersebut.

Pengangkatan anak telah ada sebelum Islam datang, yaitu sejak zaman
Jahiliyah. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW pernah melakukan
pengangkatan anak sebelum beliau menjadi rasul. Beliau mengangkat Zaid bin
Harisah dan menasabkan Zaid dengan nama beliau. Kemudian beliau diangkat
menjadi rasul. Pengangkatan anak dengan cara manasabkan tersebut dibatalkan

dengan firman Allah dalam surat al-Alhzayat 4-5.
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4 Al-Ahzab (33) : 4-5.
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Pengangkatan anak yang diperintahkan Islam adalah untuk memberikan
penekanan dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan
segala kebutuhan yang baik bagi anak angkat.

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengangkatan anak
dijelaskan dalam Surat Nomor U-35/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya’ban 1402H/10
Juni 1982 menyatakan bahwa:

1. Pengangkatan anak dengan tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan, dan lain-
lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat adalah boleh menurut hukum
Islam.

2. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat oleh ayah
dan Ibu yang beragama Islam pula, agar ke-Islamannya terpelihara.

3. Pengangkatan anak tidak akan mengakibatkan hubungan nasab antara orang
tua angkat dengan anak angkatnya. Oleh karena itu, pengangkatan anak tidak
menyebabkan terjadinya hubungan kewarisan dan orang tua angkat tidak
berhak menjadi wali dalam pernikahan anak angkatnya yang perempuan. Jika
orang tua angkat ingin memberikan hartanya kepada anak angkatnya, hal
tersebut dapat dilakukan dengan jalibah semasa hidupnya atau melalui
wasiat wajibah dengan syarat besarnya tidak melebihi sepertiga dari
keseluruhan hartanya.

4. Islam melarang mengangkat anak-anak oleh orang-orang yang berbeda agama,
karena khawatirkan anak angkat akan dijadikan penganut agama orang tua

angkatnya.
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F. Metode Penelitian
Agar penelitian dapat mencapai hasil yang maksimal dengan data yang
valid, maka dibutuhkan metode untuk menunjang penelitian tersebut. Adapun
metode yang penyusun gunakan sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakgidonary
research). Karena data utamanya adalah putusan pengadilan tentang
pengangkatan anak yang terjadi di Pengadilan Agama Wates dan referensi
yang mendukung baik dalam bentuk buku, artikel, jurnal, atau sejenisnya.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifapreskriptif-analitis® yaitu penelitian yang bertujuan
untuk menilai hasil putusan perkara Pengadilan Agama Wates tentang
pengangkatan anak yang dirujuk oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam atau belum, kemudian
menganalisa putusan perkara tersebut.
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Dokumentasi, yaitu menelusuri serta mempelajari dokumen putusan perkara
pengangkatan anak, buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun
hasil penelitian yang mempunyai kesesuaian dengan masalah pengangkatan
anak. Data yang diperoleh dari putusan perkara pengangkatan anak
merupakan data primer sehingga dokumentasi data yang diperoleh dari

dokemen merupakan data pendukung atau sekunder.

!5 Sutrisno HadiMetodelogi ResearclfY ogyakarta: Andi, 2004), him. 2-3.



b.

15

Wawancara, yaitu cara memperoleh data atau keterangan melalui tanya-
jawab dengan para hakim dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini,

wawancara digunakan sebagai teknik pendukung dalam pengumpulan data,
mengingat sifat penelitian ini yang bersifat kepustakaan sehingga data yang

diperoleh wawancara merupakan data pendukung atau sekbinder.

4. Metode Pendekatan

a.

Normatif, yaitu suatu penelitian terhadap masalah yang diteliti dengan
menggunakan al-Quran, hadis, sebagai sudut pandangnya untuk

penyelesaian masalah pengangkatan anak secara hukum Islam.

. Yuridis, yaitu pendekatan terhadap satu masalah berdasarkan tata aturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang terkait pengangkatan
anak seperti PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan

Anak dan SEMA RI No 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, dengan

menggunakan kerangka berpikir sebagai berikut:

a.

Induktif, metode analisis data yang bersifat khusus beranjak menuju
kesimpulan yang bersifat umuthDalam hal ini, penyusun berangkat dari
perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama wates yang kemudian

disimpulkan.

. Deduktif, metode menganalisis data yang bersifat umum untuk kemudian

diambil kesimpulan yang khusus. Dengan proses ini apakah hasil putusan

18 1hid., him. 192.

7 Ibid., him. 45.
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Pengadilan Agama Wates sudah sesuai dengan hukum Islam dan

perundang-undangan atau belum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini dan agar lebih sistematis,
maka penyusun menggunakan sistematis sebagai berikut : Bab pertama, yaitu
pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan
kegunaan, ditelusuri penelitian-penelitian yang telah dilakukan dan bukti belum
ada yang mengkaji tentang penelitian ini. Dalam kerangka teoritik, dijelaskan
teori hukum positif dan hukum Islam yang digunakan untuk menganalisis
pengangkatan anak, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mencakup penjelasan mengenai tinjauan umum: pengangkatan
anak menurut hukum positif, Tata cara pengangkatan anak, tujuan pengangkatan
anak, syarat-syarat pengangkatan anak, menurut Staatsblad 1917 Nomor 129,
SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007,
Bukti pengangkatan menurut SEMA nomor 6 tahun 1983, motivasi pengangkatan
anak, pengangkatan anak menurut hukum Islam, syarat pengangkatan anak
menurut hukum Islam, hukum pengangkatan anak, dan akibat hukum
pengangkatan anak,

Bab ketiga mengemukakan tentang deskripsi Pengadilan Agama Wates
dan perkara permohonan pengangkatan anak pada perkara No.

0047/Pdt.P/2011/PA/Wt. tentang konsekuensi hukum yang meliputinya,
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mengingat bagian ini akan lebih menyoroti proses di balik lahirnya sebuah
penetapan hukum dalam perkara yang penyusun teliti.

Bab keempat yaitu analisis yang menjawab rumusan masalah, yakni
merupakan inti dari skripsi yang menganalisa permasalahan, yaitu analisis
pertimbangan hakim dalam pengangkatan anak serta menganalisis hukum positif
dan hukum Islam dalam hal pengangkatan anak.

Bab kelima penutup yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh uraian yang
telah dilakukan dan saran-saran yang dapat disumbangkan sebagai rekomendasi

untuk kajian lebih lanjut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan pembahasan sebelumnya, dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan terhadap perkara
pengangkatan anak di Pengadilan Agama  Wates Nomor
0047/Pdt.P/2011/PA.Wt., lebih condong menggunakan pertimbangan hukum
Islam dibandingkan dengan hukum positif. Hukum positif yang digunakan oleh
majelis hakim pun lebih kepada hukum materiiinya dibandingkan dengan
hukum formilnya. Faktanya, majelis hakim lebih mementingkan tujuan
pengangkatan anak ini, tanpa harus memenuhi unsur formil seperti persyaratan
usia calon orang tua angkat dan statusnya yang seorang janda.

2. Menurut hukum positif, secara garis besar sudah sesuai dengan perundang-
undangan, walaupun ada beberapa peraturan yang tidak dicantumkan tetapi
tidak menjadikan putusan tersebut tidak sah. Permasalahan usia calon orang tua
angkat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan hanya bersifat
materi (terapan), yang terpenting orang tua angkat mampu mendidik mengasuh
anak tersebut dikarenakan pemohon jelas-jelas siap untuk mendidik, merawat
dan mengasuh demi kesejahteraan anak tersebut supaya tidak terlantar. Perihal
alat bukti, hakim menilai alat bukti tersebut cukup dengan keterangan yang

telah diberikan saksi-saksi. Sedangkan menurut tinjauan hukum Islam,

69
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pengangkatan anak yang terjadi di Pengadilan Agama Wates perkara No.
0047/Pdt.P/2011/PA.Wt., sudah sesuai dengan ajaran agama Islam. Tidak ada
halangan ataupun larangan secara syara’ baik dari pihak calon anak angkat

maupun calon orang tua angkat.

B. Saran-Saran
Banyak hal yang penyusun temukan selama masa proses penyusunan
skripsi yang dapat dijadikan saran-saran. Saran-saran ini didasarkan pada adanya
hal yang tidak jelas dan berbelit. Semoga saran ini membawa manfaat kebaikan
untuk semua pihak, yaitu antara lain:

1. Bagi majelis hakim yang menangani perkara pengangkatan anak pada bahasan
skripsi ini hendaknya melihat dan memahami permasalahan secara
komprehensif. Majelis hakim, dalam merujuk peraturan perundang-undangan
ataupun peraturan yang mengatur terkait masalah pengangkatan anak banyak
yang diabaikan, seperti menerobos aturan usia calon orang tua angkat. Hal ini
bertujuan agar anak tidak disalahgunakan dan demi kepentingan anak ke
depannya.

2. Bagi orang tua kandung, hendaknya jangan terlalu mudah menyerahkan anak
kepada orang lain, apalagi hanya karena faktor ekonomi.

3. Bagi pihak orang tua angkat, harus bertanggung jawab dengan keputusannya
mengangkat anak. Tanggung jawab yang dimaksud adalah memenuhi
kewajibannya sebagai orang tua angkat guna mendidik, merawat dan yang

terpenting adalan memberikan kasih sayang sebagai orang tua.
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